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A. PENDAHULUAN  
Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, pukul 15.22WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia  
(selanjutnya disebut UU MA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara 
Nomor 95/PUU-XVI/2018. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 
95/PUU-XVI/2018, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU MA dalam perkara Nomor 95/PUU-XVI/2018 
diajukan oleh H. Husin Syahendra dan Nurhayati (selanjutnya disebut Para 
Pemohon).  
 

C. PASAL / AYAT UU MA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 47 
ayat (1), UU MA yang berketentuan sebagai berikut:  

 
Pasal 47 ayat (1):  
(1) “Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula 

memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 
(empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku 
daftar”. 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 47 ayat (1) UU MA dianggap Para Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para 
Pemohon. 



  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 47 ayat (1) UU MA dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
 [3.12.1] Bahwa Para Pemohon mendalilkan kesempatan mendapatkan kepastian 

hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, in casu 
untuk perkara perdata di tingkat kasasi tidak dapat digugurkan hanya 
karena keterlambatan mengajukan memori kasasi. Terhadap dalil para 
Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalam proses peradilan perdata, 
kebenaran yang hendak diwujudkan adalah lebih pada kebenaran formil. 
Mahkamah Agung sebagai judex juris, sebagaimana secara implisit diatur 
dalam Pasal 30 UU MA, memiliki kewenangan untuk memeriksa hal-hal 
yang berkenaan dengan penerapan hukum atas suatu perkara, termasuk 
di dalamnya menilai tidak adanya kewenangan yang melampaui batas 
dan adanya kelalaian syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan oleh judex facti. Dengan penegasan lain bahwa 
majelis hakim kasasi bukan lagi memeriksa dan memberikan penilaian 
terhadap hasil pembuktian dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat 
banding selaku judex facti, kecuali ditemukan adanya alasan-alasan 
tertentu yaitu salah penerapan hukum, adanya putusan yang melampaui 
kewenangan, dan kelalaian menerapkan syarat-syarat yang ditentukan 
oleh undang-undang. Oleh karenanya memori kasasi merupakan syarat 
formal yang bersifat fundamental dari sebuah permohonan kasasi, 
mengingat alasan-alasan permohonan kasasi adalah merupakan 
substansi yang menjadi dasar bagi MA untuk memeriksa dan menilai 
apakah putusan suatu perkara terdapat alasan-alasan tersebut di atas. 
Dengan demikian syarat yang berkenaan dengan tenggang waktu untuk 
menyatakan mengajukan permohonan kasasi, menyerahkan memori 
kasasi, memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon kasasi, 
dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori kasasi diatur 
secara limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU MA. 
Semangat adanya pengaturan yang sangat ketat tersebut salah satunya 
bertujuan untuk segera mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak 
yang berperkara, sebab permohonan kasasi pada dasarnya tidak lagi 
menilai substansi hasil pembuktian fakta hukum oleh judex facti akan 
tetapi lebih kepada persoalan syarat-syarat formal yang merupakan satu 
rangkaian sejak perkara yang bersangkutan mulai diperiksa pada 
peradilan tingkat pertama hingga perkara diperiksa pada tingkat kasasi. 

 
Lebih lanjut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa 

perihal syarat-syarat formal dalam pemeriksaan sebuah perkara baik 
pada peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada hakikatnya 
adalah merupakan hal pokok yang mendasar mengingat di dalam syarat-
syarat formal yang intinya adalah berkenaan dengan hukum acara 
merupakan bentuk perlindungan hak-hak para pihak untuk 
mendapatkan akses perlakuan yang adil dalam berperkara. Oleh 
karenanya, pemenuhan syarat formal demikian sejatinya merupakan 
wujud perlindungan terhadap para pihak di dalam mendapatkan 
kesempatan dan perlakuan yang sama di depan pengadilan. Sehingga 



  
 

dengan demikian permasalahan prosedur permohonan kasasi, baik 
waktu pengajuan untuk menyatakan upaya hukum kasasi, kemudian 
menyerahkan memori kasasi oleh pemohon kasasi dan mempelajari 
memori kasasi oleh termohon kasasi (inzage) serta menyerahkan kontra 
memori kasasi oleh termohon kasasi adalah satu rangkaian persyaratan 
untuk mengajukan upaya hukum kasasi yang tidak boleh dilanggar, baik 
waktu maupun tahapan-tahapannya. Sehingga oleh karena itu, 
berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas UU MA menegaskan bahwa 
terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal 
berakibat permohonan kasasi tidak dapat diterima. 

 
[3.12.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas 

norma Pasal 47 ayat (1) UU MA agar frasa “dalam tenggang waktu 14 
(empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam 
buku daftar” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak ditafsirkan 30 (tiga puluh) hari dengan alasan bertentangan 
dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena adanya perlakuan yang 
diskriminatif dan melanggar penghormatan dan pengakuan 31 hak 
hukum antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi, di mana 
menurut para Pemohon bagi pemohon kasasi hanya diberi waktu untuk 
mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari 
setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku register permohonan 
kasasi. Sementara itu, masih menurut para Pemohon, bagi termohon 
kasasi diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk diberitahukan adanya 
permohonan kasasi tersebut oleh pengadilan negeri tempat permohonan 
kasasi itu diajukan. Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, 
setelah Mahkamah mencermati ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU MA yang 
menyatakan, “Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap 
memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam 
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan 
memori kasasi”, oleh karena itu sesungguhnya antara pemohon kasasi 
dan termohon kasasi telah mendapatkan tenggang waktu yang sama 
yaitu masing-masing untuk menyerahkan memori kasasi dan kontra 
memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bukan untuk 
termohon kasasi mempunyai 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan 
kontra memori kasasi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Lebih 
lanjut setelah Mahkamah mencermati pula dalil para Pemohon ternyata 
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimaksudkan sebenarnya 
adalah tenggang waktu yang dimiliki oleh pengadilan negeri di tempat 
permohonan kasasi itu diajukan untuk memberitahukan sekaligus 
menyerahkan memori kasasi kepada termohon kasasi, bukan 30 (tiga 
puluh) hari tenggang waktu yang dimiliki termohon kasasi untuk 
mengajukan kontra memori kasasi. 

 
[3.12.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Paragraf [3.12.1] 

dan Paragraf [3.12.2] tersebut di atas ketentuan norma Penjelasan Pasal 
47 ayat (1) UU MA yang menyatakan, “Mengajukan memori kasasi yang 
memuat alasanalasan kasasi adalah suatu syarat mutlak untuk dapat 
diterimanya permohonan kasasi. Memori ini harus dimasukkan selambat-



  
 

lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan 
kasasi” telah memperlakukan hal yang sama antara pemohon kasasi 
dengan termohon kasasi. Oleh karenanya dalil para Pemohon yang 
menyatakan norma Pasal 47 ayat (1) UU MA memperlakukan 
diskriminasi dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum 
para Pemohon harus dikesampingkan. Sebab, sesungguhnya pembatasan 
waktu pengajuan memori kasasi dan kontra memori kasasi sebagaimana 
diatur dalam  Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU MA justru memberikan 
kepastian hukum terkait jangka waktu penyampaian memori kasasi dan 
kontra memori kasasi yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sehingga 
dengan demikian penyelesaian perkara tidak berlarut-larut dan hal ini 
selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
Penegasan Mahkamah ini sekaligus pula menjawab argumentasi para 
Pemohon yang juga mendalilkan bahwa kesempatan mendapatkan 
kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945, in casu untuk perkara perdata di tingkat kasasi, tidak dapat 
digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi, 
karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum 
di atas pembatasan tenggang waktu baik dalam mengajukan 
permohonan kasasi dan mengajukan memori kasasi oleh pemohon 
kasasi termasuk pembatasan tenggang waktu pemberitahuan adanya 
permohonan kasasi kepada termohon kasasi dan tenggang waktu untuk 
mengajukan kontra memori kasasi justru memberikan jaminan kepada 
para pihak adanya kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan karena itu terhadap dalil para 
Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan juga. 

 
[3.13]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di 

atas, Mahkamah berpendapat pemohonan para Pemohon mengenai 
inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) sepanjang frasa “dalam tenggang 
waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat 
dalam buku daftar” UU MA tidak beralasan menurut hukum.  

 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Dalam Provisi:  

Menolak permohonan provisi  Para Pemohon. 
 

Dalam Pokok Perkara: 
Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 

 
 

G.  PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 



  
 

dalam Perkara Nomor 95/PUU-XVI/2018 yang menyatakan menolak Permohonan 
provisi Para Pemohon dan menolak Permohonan Para Pemohon untuk 
seluruhnya terhadap pengujian Pasal 47 ayat (1) UU MA mengandung arti bahwa 
ketentuan pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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